
SALIHANI 1
I

KOMISI PEMIUHAN UMUM

1GBUPATEN PANGANDARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

NoMoR 1 3 1 /PP.o a.2-Kpt / 32LB / Kab I xr | 2o2o

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA KELOMPOK PEI.TYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

DI DESA PAGERBUMI KECAMATAN CIGUGUR

KABUPATEN PANGANDARAN DALAM PEI\IYELENGGAIUqU{N PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

Menimbang a- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen

Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi

Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan

Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13

Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan

diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas

nama
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nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi

Independen Pemilihan Kabupaten / Kota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam hurtrf a, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran

tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa

Pagerbumi Kecamatan Cigugur Kabupaten

Pangandaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2O2O;

1. Undang-Undang Nomor 2l Tahun 2Ol2 tentang

Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa

Barat (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun

2Ol2 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 5363);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656) ssfuagaimana telatr diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2O2O tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O

tentang Pembahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-undang Nomor I Tahun 2074

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O

Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 65a71;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan umum,

Mengingat

Komisi
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Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen

Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi

Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan

dan Tata Ke{a Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara dalam Penyelenggara€rn Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota {Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2Ol7 tentang

Pembahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan lJmum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan

Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan

Kabupatenf Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia

Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 1a98);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun

2OL9 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali

Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2O2O {Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 905)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5

Tahun 2O2O tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang

Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Tahun
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Tahun 2O2O (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2O2O Nomor 615);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2O2O

tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali

Kota dan Wakil Wali Kota Serentak l"anjutan dalam

Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2OI9

ICOVID-|9) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2O2O Nomor 716) sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13

Tahun 2O2O tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2O2O tentang

Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Waldl Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil

Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana

Nonalam Corona Virus Disease 2019 IPOWD 19) (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 1068);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

66 IPP .06 .a /I(pt / 03 |lrr-*U I ll I 2O2O tentang Pedoman

Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan,

Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data

Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil

Wati Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

+7 6 I PP .Oa.2-Kpt I O 1 / KPU /X I 2O2O tentang Pembahan

Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

66 /PP .06 .a / Kpt / 03 I WU /ll I 2O2O tentang Pedoman

Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan,

Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data

Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil

Wali Kota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran
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Pangandaran Nomor : 236/PL.OI.S-Kpt/KPU-

KablX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan,

Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Pangandara.n Tatrun 2O2O

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran

Nomor 35. 1 /PP.O 1 .2-Kpt I 3218 I l(ab IVI / 2O2O tentang

Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 236/PL.01.5-

Kpt/KPU-Kab/Xl2Ol9 tentang Pedoman Teknis

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun

2020;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran Nomor 36 | PL.O2-Kpt / 32 L I / Kab I W I 2O2O

tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Pangandaran Lanjutan Tahun 2O2O;

Memperhatikan: Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara di Desa Pagerbumi Kecamatan Cigugur

Kabupaten Pangandaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2A2O;
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MEMUTUSI(AN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

PANGANDARAN TENTANG PENETAPAN DAN

PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PAGERBUMI KECAMATAN

CIGUGUR KABUPATEN PANGANDARAN DALAM

PEI\TYELENGGNITL{I{ PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL

BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2O2O.

Menetapkan dan mengang[at Anggota Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pagerbumi

Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran dalam

Penyelenggaraarl Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pangandaran Tahun 2O2O sebagaimana tercantum dalam

Menetapkan

KESATU

Lampiran
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Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan

penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pangandaran Tahun 2O2O di tingkat Tempat Pemungutan

Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman

pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimzrna

dimaksud dalam Diklum KEDUA dibebankan pada Dana

Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pangand ararr Tahun 2O2A.

Masa kerja Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara sebagaimana dimaksud dalam Dikhrm KESATU

selama 1 (satu) bulan, terhihrng sejak tanggal 24 November

2O2O sampai dengan 23 Desember 2O2O.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran sebagai laporan.

Ditetapkan di Pangandaran

pada tanggal 23 November 2O2O

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARI.AT KOMISI PEMILIHAN UMUM

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

KETUA PANITTA PEMUNGUTAN SUARA

DESA PAGERBUMI,

ttd.

JAKARIA ANSORI

Sub Hukum,
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I,AMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

NoMoR 1 3 I /PP.o 4.2-IKpt I 32rB I Kab I xt I 2o2o

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA

KELOMPOK PET{YELENGGARA PEMUNGUTAN

SUARA DI DESA PAGERBUMI KECAMATAN

CIGUGUR KABUPATEN PANGANDARAN DAI.,AM

PEI{YELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN

WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2O2O

ANGGOTA KELOMPOK PEI{YELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

DI DESA PAGERBUMI KECAMATAN CIGUGUR

KABUPATEN PANGANDARAN DALAM PEI{YELENGGARAAN PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2O2O

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO NAMA L\P ALAMAT

1 AI SARIP HIDAYAT L
DUSUN PASIRMACAN

RT 04 RW 02

2 JUSMAN ARDIAN L
DUSUN PASIRMACAN

RT 04 RW 02

3 EVA SITI SAEPATILLAH P
DUSUN PASIRMACAN

RT 04 RW 02

4 JALALUDIN L
DUSUN JAJAWAY RT 05

RW 03

5 YUNTYATI P
DUSUN JAJAWAY RT 05

RW 03

6 DEDE RIFKI RIFSTIAN L
DUSUN JAJAWAY RT 06

RW 03

7 YUDI NUGRAHA L
DUSUN JAJAWAY RT 06

RW 03
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B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO NAMA L\P ALAMAT

1 MISBAH L
DUSUN PASIRMACAN

RT 03 RW 02

2 WILDAN HASANUDIN L
DUSUN PASIRMACAN

RT 02 RW 02

3 PIPIT KAMILI.A ZULFA P
DUSUN PASIRMACAN

RT 03 RW 02

4 HENDRA TAOPIK L
DUSUN PASIRMACAN

RT 03 RW 02

5 TAOPIK HIDAYAT L
DUSUN PAGERBUMI RT 12

RW 01

6. MANAN L
DUSUN PAGERBUMI RT 12

RW 01

7 ADE LUKMAN L
DUSUN PAGERBUMI RT 01

RW 01

NO. NAMA L\P ALAMAT

1 PAHMI IDRIS L
DUSUN MEKARSARI RT 15

RW 04

ICEP RIJALUL HIDAYAT L
DUSUN MEKARSARI RT 15

RW 04

3 LUKI L
DUSUN MEKARSARI RT 08

RW 04

4 ERNI.AWATI P
DUSUN MEKARSARI RT 08

RW 04

5 II ISMAIL L
DUSUN MEKARSARI RT 07

RW 04

6. DUSEP ANDI L
DUSUN MEKARSARI RT 08

RW 04

7 NUNUR NURHIDAYAH P
DUSUN MEKARSARI RT 07

RW 04

2.
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D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO NAMA L\P ALAMAT

1 AJIS ALI AKBAR L
DUSUN PAGADUNGAN RT 11

RW 06

2 AHMAD JAELANI L
DUSUN PAGADUNGAN RT 11

RW 06

3 SYAMSUDIN L
DUSUN PAGADUNGAN RT 13

RW 05

4 SALMAN FARIZ L
DUSUN PAGADUNGAN RT 13

RW 05

5 A. NURHABIBAH P
DUSUN PAGADUNGAN RT 09

RW 05

6. SITI RUKOYAH P
DUSUN PAGADUNGAN RT 1 1

RW 06

7 SUHERDI L
DUSUN PAGADUNGAN RT 14

RW 06

Ditetapkan di Pangandaran

pada tanggal 23 November 2O2O

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA PAGERBUMI,

JAKARIA ANSORI

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PANGANDARAN
Sub "7 Hukum,

jdih.kpu.go.id/jabar/pangandaran


